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ABSTRACT

This study aims to describe the impact of the intensity of supervision by Ombudsman Perwakilan Jawa Timur in level of  
accountability  os  service by BPJS Kesehatan  while  Surabaya  is the  place of  locus  research  in this study  therefore  the part  of  
authority ran its function to gave their serve is BPJS Kesehatan Cabang Surabaya.  BPJS Kesehatan in that region through the 
function as an administrator of health’s managerial from the membership and the served in all facilities of the BPJS Kesehatan. This  
study uses qualitative descriptive research type. The selection of informants research conducted by purposive sampling technique.  
Meanwhile,  the  data  collected  by  observation,  in-depth  interviews  and  documentary  studies.  Data  analysis  has  been  taken  
simultaneously with data collection, and then reduced the data, presented the data, draw conclusions and verified the results. In  
addition, this study also tests the validity of the data obtained in several ways, namely comparing the information / data in various  
ways, digging the certain information through a variety methods and the source of data, as well as comparing the information with  
the relevant theory. The results of this study indicate that the intensity of supervision by Ombudsman Perwakilan Jawa Timur based 
by society report could described the problem of services in BPJS Kesehatan in that facilities and the problem of administration in  
Kantor Cabang Surabaya. The positive impact based by people’s complaint in Ombudsman can be solved by BPJS Kesehatan, all  
facilities  incoporated  by BPJS Kesehatan  through mediation  headed  by Ombudsman  Perwakilan  Jawa Timur.  While  for  BPJS  
Kesehatan has not been directly impacted towards level of the served.

Keywords: Ombudsman, intensity, supervision, accountability, services, BPJS Kesehatan.

A. PENDAHULUAN

Sistem demokrasi di Indonesia pertama kali 
lahir paska terjadinya penggulingan pemerintahan tahun 
1998 karena  beragamnya  masalah  yang terjadi  ketika 
itu.  Pemerintahan  di  bawah  Presiden  Soeharto  tidak 
mampu membendung krisis ekonomi dan krisis moneter 
yang  melanda  Indonesia,  dimana  hal  tersebut 
menyebabkan  bank-bank  swasta 
mengalamikebangkrutan  dan  tidak  beroperasi  lagi. 
Kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah 
semakin  bertambah  selain  kasus  korupsi,  kolusi  dan 
nepotisme  yang  sudah  ada  sejak  lama  dalam  tubuh 
pemerintahan  dan  tidak  mencerminkan  tata  kelola 
pemerintahan yang baik.

Semangat  baru  muncul  paska  kejadian 
tersebut,  dalam  era  reformasi  selain  membawa 
perubahan  terhadap  sistem  politik  yang  ada  juga 
membawa  pemerintah  kita  untuk  mewujudkan  tata 
kelola  yang  baik  dalam  pemerintahan  yangs  sesuai 
dengan prinsip good governance. Partisipasi masyarakat 
menjadi  faktor  yang  penting  untuk  mendukung 
terjadinya  pembangunan  di  Indonesia,  karena  selain 
sebagai  tujuan  atau  orientasi  diadakannya  pelayanan 

oleh  lembaga  pemerintahan  baik  di  tingkat  pusat 
maupun  daerah  masyarakat  juga  dinilai  sebagai 
pengawas akan berjalannya pelayanan publik.

Sebagaimana  penerapan  pemikiran  Trias 
Politica oleh Montesquieu bahwa dalam melaksanakan 
pemerintahan  harus  ada  sistem  atau  badan  yang 
melakukan  pengawasan  langsung  agar  jalannya 
pemerintahan berimbang. Sejarah lembaga pengawasan 
di  dunia  sudah  ada  sejak  era  Romawi  Kuno  dimana 
fungsinya  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak 
masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh kaum 
bangsawan  pada  waktu  itu.  Sedangkan  Institusi 
Ombudsman  pertama  kali  lahir  di  Swedia  walaupun 
Swedia bukanlah satu-satunya negara yang pertama kali 
membangun  sistem  pengawasan  Ombudsman  karena 
banyak  negara  di  Eropa  membuat  lembaga  yang 
fungsinya sama yakni melakukan pengawasan.

Gagasan  untuk  membuat  lembaga 
Ombudsman di  Indonesia  pertama kali  muncul  di  era 
Presiden  Abdurrahman  Wahid  dengan  dikeluarkannya 
Keputusan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2000  dengan 
nama Komisi  Ombudsman Nasional.  Pembentukan ini 
dilandasi  semangat  transisi  menuju  era  demokrasi  di 
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Indonesia  paska  terjadinya  peristiwa  jatuhnya 
pemerintahan tahun 1998.

Latar  belakang  perlunya  dibentuk  lembaga 
Ombudsman  Indonesia  adalah  untuk  lebih 
meningkatkan  pemberian  perlindungan  terhadap  hak-
hak  anggota  masyarakat  dari  pelaku  penyelenggara 
negara yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, 
dengan  memberikan  kesempatan  kepada  anggota 
masyarakat yang dirugikan untuk mengadu kepada suatu 
lembaga yang independen tidak terikat secara organisasi 
dengan lembaga yang diadukan.

Ombudsman RI saat  ini  sedang fokus pada 
tiga  layanan  dasar  yaitu  pendidikan,  administrasi 
kependudukan dan kesehatan. Terkait dengan dibidang 
kesehatan Ombudsman berhak melakukan pengawasan 
terhadap  semua  layanan  kesehatan  yang berhubungan 
langsung  dengan  masyarakat,  termasuk  melakukan 
pengawasan  pada  pelayanan  BPJS  Kesehatan  yang 
dibentuk tahun 2014 lalu. 

Dalam kurun waktu 2014-2015, Ombudsman 
RI menerima laporan terkait BPJS Kesehatan berjumlah 
87 laporan di seluruh Indonesia.  Subtansi laporan yang 
paling  banyakdilaporkan  adalah  tidak  memberikan 
pelayanan  yaitu  sebanyak  40  laporan,  penyimpangan 
prosedur sebanyak 17 laporan dan penundaan berlarut 
sebanyak 8 laporan.

Dari beberapa permasalahan diatas yang masih 
terjadi  di  masyarakat  dan menjadi  permasalahan yang 
diadukan  ke  Ombudsman  adalah  gambaran  bahwa 
pelayanan  BPJS  Kesehatan  masih  ditemukan 
bermasalah  di  berbagai  titik  dalam  sistem  pelayanan 
mereka.

Agar menciptakan pelayanan yang akuntabel 
maka perlunya diadakan pengawasan secara ketat baik 
itu dari dalam tubuh BPJS Kesehatan sendiri atau dari 
luar  organisasi  seperti  Ombudsman.  Kekuatan 
pengawasanyang dilakukan oleh Ombudsman akan lebih 
besar  karena  tidak  terikat  oleh  sistem  dalam  BPJS 
Kesehatan  karena  bersifat  independen  dan  akan  lebih 
bebas  melakukan  pengawasan.  Intensitas  dalam 
pengawasan  tentu  dibutuhkan  agar  berjalannya 
pelayanan  suatu  lembaga  publik  bisa  akuntabel, 
transparan  dan  bertanggung  jawab  kepada 
masyarakat.Intensitas  pengawasan  Ombudsman  sangat 
diperlukan dalam hal ini.

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan 
diatas  maka  penelitian  ini  mengambil  judul  Studi 
Dampak  Intensitas  Pengawasan  Ombudsman  Pada 
Tingkat Akuntabilitas Pelayanan BPJS Kesehatan.

B. KERANGKA TEORI

Pelayanan Publik

Pelayanan yang terkait  dalam penelitian  ini 
adalah  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  suatu 
lembaga publik. Segala bentuk pelayanan sektor publik 
yang  dilaksanakan  pemerintah  disebut  sebagai 
pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik 
oleh pemerintah,  pihak swasta  atas  nama pemerintah, 
ataupun pihak swasta kepada masyarakat,  dengan atau 
tanpa  adanya  pembayaran  guna  memenuhi  kebutuhan 
atau kepentingan masyarakat (Pandji Santosa, 2008;57).

Intensitas Pengawasan Pelayanan Publik

Maman Ukas  (2004:338)  menyebutkan  tiga 
unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat 
dalam proses pengawasan, yaitu:
1. Ukuran-ukuran  yang  menyajikan  bentuk-bentuk 

yang  diminta.  Standar  ukuran  ini  bisa  nyata, 
mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, 
tetapi  selama seorang masih menganggap bahwa 
hasilnya adalah seperti yang diharapkan.

2. Perbandingan  antara  hasil  yang  nyata  dengan 
ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada 
khalayak ramai  yang dapat  berbuat  sesuatu akan 
hal ini.

3. Kegiatan  mengadakan  koreksi.  Pengukuran-
pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak 
akan berarti  tanpa adanya koreksi,  jikalau dalam 
hal  ini  diketahui  bahwa  aktivitas  umum  tidak 
mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

Dalam penelitian  ini  yang digunakan untuk 
mengukur  intensitas  pengawasan  adalah  tingkat 
penentuan  standar  pengawasan,  pemantauan 
pelaksanaan  pengawasan  serta  penilaian  pengawasan. 
Tiga hal tersebut merupakan ukuran yang sesuai untuk 
intensitas pengawasan pelayanan publik.

Tingkat Akuntabilitas Pelayanan

Untuk dapat  lebih menjelaskan akuntabilitas 
pelayanan  sebuah  lembaga  kepada  masyarakat  perlu 
adanya  ukuran-ukuran  tertentu  yang  dapat 
menggambarkan  hal  tersebut.  Pertanggungjawaban 
pelayanan publik diantaranya (Ratminto dan Atik Septi, 
2005:216-218):

1. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik

a. Akuntabilitas  kinerja  pelayanan  publik 
bisa dilihat berdasarkan proses yang antara 
lain  meliputi  tingkat  ketelitian  (akurasi), 
profesionalitas  petugas,  kelengkapan 
sarana  dan  prasarana,  kejelasan  aturan 
(termasuk  kejelasan  kebijakan  atau 
peraturan  perundang-undangan)  dan 
kedisiplinan.
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b. Akuntabilitas  kinerja  pelayanan  publik 

harus sesuai dengan standar atau akta/janji 
pelayanan publik yang telah ditetapkan.

c. Standar  pelayanan  publik  harus  bisa 
dipertanggungjawabkan  secara  terbuka, 
baik kepada publik maupun kepada atasan 
atau  pimpinan  unit  pelayanan  instansi 
pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan 
dalam  hal  pencapaian  standar,  harus 
dilakukan upaya perbaikan.

d. Penyimpangan  yang  terkait  dengan 
akuntabilitas  kinerja  pelayanan  publik 
harus  diberikan  kompensasi  kepada 
penerima pelayanan.

e. Masyarakat  dapat  melakukan  penelitian 
terhadap kinerja pelayanan secara berkala 
sesuai mekanisme yang berlaku.

f. Disediakan  mekanisme 
pertanggungjawaban bila  terjadi  kerugian 
dalam  pelayanan  publik,  atau  jika 
pengaduan  masyarakat  tidak  mendapat 
tanggapan sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan.

2. Akuntabilitas biaya pelayanan publik

a. Biaya  pelayanan  dipungut  sesuai 
dengan  ketentuan  peraturan 
perundangan.

b. Pengaduan masyarakat yang terkait 
dengan  penyimpangan  biaya 
pelayanan  publik,  harus  ditangani 
oleh  petugas/pejabat  yang  ditunjuk 
berdasarkan  Surat  Keputusan/Surat 
Penugasan  dari  pejabat  yang 
berwenang.

3. Akuntabilitas produk pelayanan publik

a. Persyaratan teknis dan administratif harus jelas 
dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dari  segi 
kualitas dan keabsahan prosedur pelayanan.

b. Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana 
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan.

c. Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat 
dan sah.

Dalam penelitian  ini  untuk  menggambarkan 
tingkat  akuntabilitas  pelayanan  publik  maka 
menggunakan  tingkat  akuntabilitas  kinerja  pelayanan 
publik,  tingkat  akuntabilitas  biaya  pelayanan  publik, 
tingkat akuntabilitas produk pelayanan publik.

Dampak Intensitas Pengawasan Pada Akuntabilitas 
Pelayanan

Intensitas  pengawasan  dapat  diartikan 
sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-
ulang  dan  khusus  oleh  manajer  (pimpinan)  terhadap 
kinerja  anggotanya  agara  sesuai  dengan  tujuan  yang 
hendak  dicapai  dalam  upaya  memperbaiki  dan 
meningkatkan  kinerja  organisasi  tersebut  dengan 
memperhatikan  pada  berbagai  aspek  yang 
mempengaruhinya.

Akuntabilitas kinerja pelayanan harus sesuai 
dengan  standar  atau  akta/janji  pelayanan  publik  yang 
telah ditetapkan. Standar pelayanan publik harus dapat 
dipertanggungjawabkan  secara  terbuka,  baik  kepada 
publik  maupun  kepada  atasan  atau  pimpinan  unit 
pelayanan  instansi  pemerintah.  Apabila  terjadi 
penyimpangan  dalam  hal  pencapaian  standar  harus 
dilakukan upaya perbaikan.

Guna menggambarkan intensitas pengawasan 
lebih lanjut maka kaitannya dengan Ombudsman adalah 
menindaklanjuti  laporan  pengaduan  masyarakat  yang 
digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengawasan. 
Dalam intensitas pengawasan diatas maka ukuran yang 
digunakan  adalah  tingkat  penentuan  standar 
pengawasan,  tingkat  pengukuran  pelaksanaan 
pengawasan  serta  perbandingan  standar  pengawasan 
dengan pelaksanaan. Sedangkan untuk mengukur tingkat 
akuntabilitas pelayanan dalam penelitian ini maka dapat 
digunakan 3 indikator yaitu tingkatakuntabilitas kinerja 
pelayanan,  tingkat  akuntabilitas  biaya  pelayanan  serta 
tingkat  akuntabilitas  produk  pelayanan.  Maka  untuk 
mendapat gambaran intensitas pengawasan akan dibahas 
satu  per  satu  apa  saja  yang  menjadi  ukuran  tingkat 
akuntabilitas pelayanan.

C. METODELOGI PENELITIAN

Tipe Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan 
penelitian  maka  tipe  dari  penelitian  menggunakan 
deskriptif  karena  sesuai  dengan  fenomena  masalah 
penelitian yang diajukan dimana dengan menggunakan 
tipe deskriptif peneliti berusaha untuk menggambarkan 
fenomena sosial yang terjadi sesuai dengan fakta-fakta 
dan  tidak  hanya  didasarkan  pada  peraturan  normatif 
yang ada. Dan permasalahan deskriptif merupakan suatu 
permasalahan  yang  berkenaan  dengan  pernyataan 
terhadap keberadaan variable mandiri, baik hanya pada 
satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). 
Jadi  dalam  penelitian  ini  peneliti  tidak  membuat 
perbandingan variabel  itu pada sampel yang lain,  dan 
mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain 
(Sugiyono, 2007:35).
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Lokasi Penelitian

Penelitian  ini  dilakukan  di  Ombudsman 
Perwakilan Jawa Timur serta BPJS Kesehatan Cabang 
Surabaya. Dalam menentukan lokasi penelitian tersebut 
didasarkan  pada  beberapa  pertimbangan  efektivitas 
waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki peneliti.

Teknik Penentuan Informan

Berbeda halnya dengan penetilian kuantitatif 
yang  mengutamakan  keterwakilan  dan  menggunakan 
istilah  responden  dalam  penentuan  sampel,  dalam 
penetilian  kualitatif  yang  lebih  diutamakan  adalah 
keleluasaan,  cakupan  rentangan  informasi  dan 
menggunakan  istilah  informan  pada  penentuan 
sampelnya.  Oleh  karena  itu  pemilihan  informan yang 
tepat  adalah  dengan  secara  bertujuan  (purposive 
sampling).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk mendapatkan data yang 
valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, 
maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
menggunakan  beberapa  cara,  antara  lain:  wawancara 
mendalam  (indepth  interview),  studi  pustaka  atau 
literatur, dan dokumen.

Teknik Keabsahan Data

Dalam  penelitian  ini  peneliti  memeriksa 
keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Triangulasi  adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 
yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 
untuk  menguak  ataupun  membandingkan.  Triangulasi 
yang  digunakan  adalah  dengan  Triangulasi  Sumber. 
Triangulasi  Sumber  digunakan  untuk  memeriksa  data 
dengan  membandingkan  data  yang  sama  dari  sumber 
yang satu dengan sumber data yang lain. 

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut 
Milles dan Huberman (1992), dalam menganalisis data 
kualitatif  terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi 
secara  bersamaan,  yaitu:  reduksi  data,  penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

Intensitas Pengawasan Pelayanan Publik

Pengawasan adalah salah satu tahapan yang 
tidak bisa dilewatkan dalam suatu organisasi agar apa 
yang telah dikerjakan telah sesuai dengan tujuan awal. 
Intensitas  pengawasan  yang  baik  dapat  melakukan 
evaluasi  yang  tepat  pula  dan  menggambarkan 
bagaimana  kinerja  organisasi  dalam  upaya  mencapai 
tujuan mereka. Pengawasan tidak hanya bisa dilakukan 
oleh internal sebuah lembaga tetapi juga bisa dilakukan 
oleh  pihak  eksternal  yang  tidak  terikat  secara 
administratif  dengan  lembaga  yang  diawasi  tersebut 
guna menjaga keakuratan serta independensi data.

Untuk  mengukur  sejauh  mana  intensitas 
pengawasan berjalan maka perlu  diperhatikan tiga hal 
berikut ini:

1. Tingkat Penentuan standar pengawasan

Sebelum melakukan aktivitas pengawasan 
maka  diperlukan  adanya  pembentukan  standar 
terlebih dahulu.  Standar dapat digunakan sebagai 
tolak  ukur  untuk  menentukan  pelaksanaan 
pengawasan.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan 
gambaran  mengenai  penentuan  standar  dalam 
pengawasan  dapat  dilihat  dari  penentuan  tujuan 
pengawasan,  penentuan  sasaran  pengawasan, 
penentuan  standar  fisik,  penentuan  standar 
moneter, penentuan standar waktu.

2. Pemantauan pelaksanaan pengawasan

Setelah  ditetapkan  tentang  beberapa 
standar  untuk  melakukan  pengawasan  maka 
langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran 
pelaksanaan  pengawasan  sebelum  masuk  pada 
tahap akhir yaitu penilaian dari pengawasan yang 
dilakukan.  Untuk  dapat  melakukan  pengukuran 
pelaksanaan  pengawasan  maka  yang  dimaksud 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
empat  kriteria  yaitu  pengukuran  pengawasan 
secara  individu,  pengukuran  pengawasan  secara 
lisan, pengukuran pengawasan secara tertulis serta 
pengukuran melalui inspeksi.

3. Penilaian pengawasan

Langkah  terakhir  untuk  melakukan 
pengawasan  adalah  dengan  cara  melakukan 
penilaian  terhadap  hal  yang  diawasi  tersebut. 
Standar  dan  hasil  pengawasan  adalah  hal  yang 
penting sebagai faktor untuk melakukan penilaian 
pengawasan.  Penilaian  dengan  kata  lain  adalah 
membandingkan  fakta  hasil  pengamatan  dengan 
standar pengawasan dilakukan pada saat kegiatan 
pengamatan  terhadap  obyek  pengawasan.  Untuk 
mengukur penilaian pengawasan dalam penelitian 
ini  maka  hal-hal  yang  dijadikan  perbandingan 
adalah  membandingkan  standar  dengan  hasil 
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pengawasan,  objektivitas  pelaksana  pengawasan 
serta kekritisan dalam menemukan penyimpangan.

Tingkat Akuntabilitas Pelayanan

Akuntabilitas  dalam  melakukan  pelayanan 
oleh sebuah lembaga memang diperlukan apalagi  bila 
berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pelayanan  oleh 
lembaga negara. Sejalan dengan penerapan prinsip good 
governance yakni menciptakan tata kelola pemerintahan 
yang baik maka akuntabilitas atau pertanggungjawaban 
oleh sebuah lembaga publik harus dilakukan. Lembaga 
publik  mau  tidak  mau  dituntut  untuk  melaksanakan 
kegiatan  organisasi  mereka  dengan  prinsip  yang 
transparan dan akuntabel  agar  mendapat  penilain baik 
dari  masyarakat  ataupun  dari  atasan  mereka.  Hal 
tersebut  dilakukan  agar  kegiatan  organisasi  dapat 
berjalan  berkesinambungan  serta  menjaga  kualitas 
pelayanan yang mereka berikan. Masyarakat di era ini 
sudah seharusnya  mendapatkan pelayanan prima yang 
berkualitas dari lembaga pemerintah manapun dan tidak 
lagi  menempatkan  lembaga  negara  sebagai  penguasa 
melainkan sebagai pelayan masyarakat luas.

Dalam penelitian ini akuntabilitas pelayanan 
yang  dimaksud  adalah  akuntabilitas  pelayanan  oleh 
BPJS  Kesehatan,  seperti  yang  kita  tahu  bahwa  BPJS 
Kesehatan adalah pelaksana program asuransi sosial dari 
pemerintah  yang  bertujuan  untuk  memberi  pelayanan 
kesehatan  ke  semua  warga  tanpa  terkecuali  tentu 
sebelumnya  warga  tersebut  harus  memenuji 
kewajibannya  agar  mendapat  hak  pelayanan  yang 
sesuai. Terdapat 3 hal yang digunakan untuk mengukur 
tingkat  akuntabilitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh 
BPJS  Kesehatan  dalam  penelitian  ini  yaitu  tingkat 
akuntabilitas  kinerja  pelayanan,  tingkat  akuntabilitas 
biaya  pelayanan  dan  tingkat  akuntabilitas  produk 
pelayanan.

Dampak  Intensitas  Pengawasan  pada  Tingkat 
Akuntabilitas Pelayanan

Pengawasan  yang  dilakukan  oleh 
Ombudsman  Perwakilan  Jawa  Timur  pada  BPJS 
Kesehatan  terkait  tingkat  akuntabilitas  pelayanan 
mereka  dalam  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa 
Ombudsman  tidak  melakukan  pengawasan  secara 
langsung  atas  inisiatif  sendiri  seperti  yang  dilakukan 
oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui kebijakan 
Program  Systemic  Review tahun  2015  yang  berfokus 
pada  pengawasan  pelayanan  BPJS  Kesehatan  dengan 
mengambil  sampel  di  beberapa  provinsi  di  Indonesia 
termasuk  Jawa  Timur  yang  sampelnya  dilakukan  di 
daerah  Malang  dan  Kabupaten  Banyuwangi. 
Ombudsman  Perwakilan  Jawa  Timur  melakukan 
pengawasan  pelayanan  BPJS  Kesehatan  berdasar  atas 
laporan  masyarakat  yang  masuk baik  melalui  laporan 
tertulis  atau  secara  lisan  dengan  datang  langsung  ke 

kantor perwakilan. Di dalam melakukan pengawasan ini 
pihak Ombudsman diwakili oleh asisten kesehatan yang 
menangani  pengaduan  masalah  pelayanan  kesehatan 
termasuk pelayanan BPJS Kesehatan.

Laporan  pengaduan  masyarakat  terkait 
pelayanan  BPJS  Kesehatan  sebagian  besar  ditujukan 
kepada  BPJS  Kesehatan  Cabang  Surabaya  yang 
berjumlah 4 laporan sedangkan yang ditujukan kepada 
rumah  sakit  sebagai  mitra  faskes  berjumlah  3  orang. 
Sedangkan menurut subtansi laporan yang masuk dapat 
diklasifikasikan ke  dalam 2 jenis  permasalahan yakni 
permasalahan  administratif  dan  permasalahan 
pelayanan.

Pengawasan  Pada  Laporan  Permasalahan 
Administratif

Berdasarkan matriks III.20 diuraikan apa saja 
yang  termasuk  kategori  laporan  permasalahan  bidang 
administratif, yaitu:

1. Laporan individu masyarakat yang tidak terdaftar 
sebagai PBI (Penerima Bantuan Iuran).

2. Laporan  perusahaan  yang  karyawannya  belum 
mendapatkan kartu BPJS Kesehatan.

3. Laporan institusi/lembaga yang pegawainya belum 
mendapatkan kartu BPJS Kesehatan.

4. Laporan masyarakat terkait ketidakefektifan proses 
pemindahan faskes.

Pengawasan Pada Laporan Permasalahan Pelayanan

Berdasarkan matriks III.20 diuraikan apa saja 
yang  termasuk  kategori  laporan  permasalahan  bidang 
pelayanan, yaitu:

1. Laporan  individu  peserta  BPJS  Kesehatan  yang 
tidak  mendapatkan  kamar  dengan  alasan  kamar 
inap telah penuh.

2. Laporan  individu  terkait  tidak  mendapatkan 
pelayanan  menggunakan  kartu  BPJS  Kesehatan 
karena  sakit  yang  diderita  tidak  dikatakan  kritis 
oleh rumah sakit.

3. Laporan  individu  pengguna  BPJS  Kesehatan 
terkait  pelayanan  rumah  sakit  yang  tidak  sesuai 
prosedur.

Pengawasan  yang  dilakukan  oleh 
Ombudsman  Perwakilan  Jawa  Timur  dapat  dikatakan 
intens  secara  kekuatan  dan  keberhasilan  pengawasan, 
namun tidak secara intensitas waktu karena pengawasan 
dilakukan  hanya  berdasar  laporan  masyarakat,  namun 
pengawasan yang dilakukan juga tidak terbatas waktu 
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karena setiap laporan yang masuk akan tetap diproses 
karena  sesuai  dengan  sub  bidang  yang  ditangai  oleh 
Ombudsman. Dari beberapa penyajian dan analisis data 
diatas  memang  ditemukan  adanya  kasus-kasus 
pelayanan  BPJS  Kesehatan  yang  dialami  oleh 
masyarakat  yaitu  terkait  permasalahan  administratif 
serta pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit yang 
menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Dari  kasus-kasus  tersebut  dapat  ditarik 
kesimpulan bahwa intensitas pengawasan Ombudsman 
membawa  dampak  langsung  pada  pelapor  atau 
masyarakat yang melakukan pengaduan ke Ombudsman, 
tetapi  tidak  ada  dampak  lanjut  pada  pelayanan  BPJS 
Kesehatan  sendiri.  Tingkat  akuntabilitas  pelayanan 
BPJS Kesehatan masih tetap dalam posisinya dan tidak 
terkena  dampak  pengawasan  yang  dilakukan 
Ombudsman.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya 
kasus  dugaan  maladministrasi  yang  berulang-ulang. 
Dalam detail laporan yang dijelaskan sebelumnya terjadi 
laporan  dari  perusahaan  dan  instansi  yang  kasusnya 
sama tidak mendapatkan kartu BPJS Kesehatan padahal 
sudah  melakukan  pembayaran,  padahal  jangka  waktu 
laporan tersebut berbeda. Kasus ini membuktikan bahwa 
pelayanan BPJS Kesehatan masih bermasalah dan tidak 
ada tindakan lanjutan apabila pihak yang dirugikan tidak 
melakukan  pengaduan  di  lembaga  eskternal  seperti 
Ombudsman  ini.  Sedangkan  bukti  lain  adalah  masih 
ditemukan  beberapa  kasus  di  rumah  sakit  yang  tidak 
melakukan pelayanan secara maksimal kepada peserta 
pengguna  kartu  BPJS  Kesehatan  dengan  berbagai 
macam alasan. Kasus pelayanan kesehatan ini menjadi 
gambaran  bahwa  pelayanan  BPJS  Kesehatan  belum 
akuntabel  seperti  beberapa  hasil  wawancara  yang 
dikatakan  oleh  beberapa  informan  dari  pihak  BPJS 
Kesehatan.  Fakta  empiris  di  lapangan memang masih 
terjadi  permasalahan  dalam pelayanan  di  rumah sakit 
yang  terdaftar  sebagai  penyedia  kesehatan  dan  mitra 
mereka.  Ketidaktersediaan  sarana  ataupun  penuhnya 
fasilitas  kesehatan  untuk  pengguna  kartu  BPJS 
Kesehatan masih terjadi, dan BPJS Kesehatan Surabaya 
tidak segera melakukan perbaikan dalam hal  tersebut. 
BPJS Kesehatan Surabaya beralasan regulasi  memang 
ditentukan oleh pusat dan cabang hanya melakukan apa 
yang  menjadi  tugas  mereka.  Hal  ini  yang  membuat 
pelayanan  BPJS  Kesehatan  di  daerah  masih  sering 
dipermasalahkan,  ditambah  dengan  kenyataan  bahwa 
masyarakat  tidak  mengetahui  bagaimana  kesepakatan 
aturan  yang  ditaati  antara  rumah  sakit  dengan  BPJS 
Kesehatan  sendiri  sehingga  membuat  minimnya 
informasi atau pengetahuan masyarakat terkait regulasi, 
dan akses untuk mendapatkan hal tersebut sangat kecil.

Setelah  dilakukannya  pengawasan 
Ombudsman  yang  intensitas  kekuatannya  cukup  baik 
dinilai  dari  hasil  pengawasan  yang semua  laporannya 
terselesaikan dengan dilakukan mediasi  dengan kedua 
belah  pihak  yang  termasuk  dalam  laporan  tersebut 
ternyata  tidak  berdampak  bagi  tingkat  akuntabilitas 
pelayanan  BPJS  Kesehatan  dengan  beberapa  analisa 
berdasarkan  kondisi  empiris  di  lapangan  yang 

sebenarnya.  Pelayanan  BPJS  Kesehatan  masih 
ditemukan  bermasalah  dengan  subtansi  masalah  yang 
hampir  sama  yakni  pelayanan  yang  belum  maksimal 
dalam  hal  administratif  serta  pelayanan  kesehatan 
sekalipun  dampak intensitas  pengawasan  Ombudsman 
ini memberi dampak terhadap penyelesaian pengaduan 
oleh pihak BPJS Kesehatan sebagai pihak yang terlapor. 
Pihak BPJS Kesehatan memang melakukan perbaikan 
atas  tuntutan  dari  masyarakat  yang  masuk  tersebut, 
hanya  saja  mereka  melakukan  perbaikan  pelayanan 
berdasar tuntutan saja tidak secara langsung membawa 
perubahan pada pelayanan mereka di lapangan.

Tingkat  akuntabilitas  pelayanan  BPJS 
Kesehatan masih rendah dilihat dari tingkat akuntabilitas 
kinerja  pelayanan  serta  tingkat  akuntabilitas  produk 
pelayanan  yang  masih  rendah  penerimaannya  oleh 
masyarakat dinilai dari subtansi pengaduan yang masuk 
dalam laporan  pengaduan ke  Ombudsman,  sedangkan 
tingkat  akuntabilitas  biaya  pelayanan  tidak  menjadi 
permasalahan  sekalipun  biaya  iuran  mengalami 
kenaikan per 1 April 2016. Tingkat akuntabilitas kinerja 
pelayanan  dan  tingkat  akuntabilitas  produk pelayanan 
dinilai  masih  rendah  karena  menjadi  subtansi  laporan 
masyarakat,  kinerja  pelayanan  BPJS  Kesehatan  yang 
diberikan kepada masyarakat di fasilitas kesehatan yang 
menjadi  mitra  BPJS  Kesehatan  maupun  pelayanan 
administratif di cabang BPJS Kesehatan masih terdapat 
kendala serta pelayanan yang tidak akuntabel sedangkan 
produk  pelayanan  juga  masih  mengalami  banyak 
permasalahan  dimana  masyarakat  masih  melaporkan 
adanya pelayanan yang diskriminatif  atau tidak sesuai 
ketika menggunakan kartu BPJS Kesehatan di fasilitas 
kesehatan  yang  terdaftar  sebagai  mitra.  Pelaporan 
masyarakat  dengan  subtansi  administratif  serta  terkait 
pelayanan BPJS Kesehatan sendiri  masih menandakan 
adanya  tingkat  akuntabilitas  kinerja  pelayanan  oleh 
BPJS  Kesehatan  serta  tingkat  akuntabilitas  produk 
pelayanan  yang  dalam  praktek  atau  kenyataan  di 
lapangan  masih  bermasalah.  Penyelesaian  terkait 
permasalahan  tersebut  akan  dijelaskan  lebih  lanjut 
dalam  penyelesaian  laporan  pengaduan  masyarakat 
tentang pelayanan BPJS Kesehatan.

Penyelesaian  Laporan  Pengaduan  Masyarakat 
Tentang Pelayanan BPJS Kesehatan

Dari  laporan  yang  ada  dapat  disimpulkan 
bahwa semua kasus laporan pengaduan yang masuk dari 
masyarakat  baik  yang  berasal  dari  individu  atau 
instansi/perusahaan  dapat  diselesaikan  oleh  pihak 
terlapor dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan Surabaya. 
Hal  yang  menjadi  tuntutan  dalam laporan  pengaduan 
juga dipenuhi oleh BPJS Kesehatan, namun tidak semua 
seperti pada kasus laporan dari perusahaan atau instansi 
pemerintah dalam hal ini Bapemas Provinsi Jawa Timur 
yang  ingin  mendapat  pengembalian  dana  iuran  yang 
telah  mereka  bayarkan  dengan  alasan  dana  tersebut 
sudah masuk dalam penggunaan dan termasuk sebagai 
kewajiban  yang  harus  dibayarkan.  Dalam  kasus  ini 
memang  tidak  ditemukan  kasus  maladministrasi  dan 
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keterangan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan bahwa 
kasus  belum  diterimanya  kartu  BPJS  Kesehatan  ini 
adalah masalah komunikasi saja karena masing-masing 
kartu  yang dikeluarkan untuk karyawan atau pegawai 
mereka  masih  tertahan  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi 
Jawa Timur sekalipun yang berhak mengeluarkan kartu 
BPJS Kesehatan adalah pihak BPJS Kesehatan sendiri. 
Apabila  merujuk  pengertian  maladministrasi  dalam 
Pasal  1  Angka  3  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 
2008  maladministrasi  adalah  perilaku  atau  perbuatan 
melawan hukum,  melampui  wewenang,  menggunakan 
wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 
wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian 
kewajiban  hukum  dalam  penyelenggaraan  pelayanan 
publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan 
pemerintahan  yang  menimbulkan  kerugian  materiil 
dan/atau  immaterial  bagi  masyarakat  dan  orang 
perseorangan,  maka  permasalahan  tersebut  tidak 
dikategorikan  sebagai  maladministrasi  oleh  pihak 
Ombudsman dan masih bersifat ringan.

Sedangkan hal yang sama juga terjadi dalam 
kasus pelayanan rumah sakit sebagai mitra kerja BPJS 
Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada peserta 
BPJS Kesehatan dimana tuntutan pelapor tidak semua 
dipenuhi  oleh BPJS Kesehatan sebagai  penyelenggara 
ataupun rumah sakit yang menjadi pihak terlapor. Dalam 
kasus pelayanan ini juga tidak ditemukan adanya dugaan 
maladministrasi  setelah pihak Ombudsman Perwakilan 
Jawa Timur meminta klarifikasi kepada pihak terlapor 
tentang kasus ini dan berdasarkan data dan fakta yang 
ada  memang  tidak  ditemukan  adanya  kasus 
maladministrasi karena semua sesuai dengan peraturan 
yang ada  sehingga  kemudian Ombudsman Perwakilan 
Jawa Timur tidak mengeluarkan putusan berupa saran 
kepada  pihak  terlapor,  hanya  menyelesaikan  laporan 
melalui  mediasi  serta  menganjurkan  kepada  pihak 
terlapor  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  menjadi 
subtansi pengaduan masyarakat yang masuk.

Semua  laporan  masyarakat  yang  masuk 
berhasil  ditangani  dan  dilakukan  mediasi  ataupun 
melalui inspeksi langsung dari Ombudsman Perwakilan 
Jawa  Timur  di  lapangan.  Hasil  akhir  penyelesaian 
pengaduan ini sesuai kesepakatan antara pihak pelapor 
dengan  pihak  terlapor  berlandaskan  atas  musyawarah 
mufakat  dan  kepuasan  kedua  belah  pihak  akan  hasil 
mediasi.  Pihak BPJS Kesehatan ataupun pihak rumah 
sakit  berkoordinasi  dengan  baik  terkait  laporan 
pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pola  pengawasan  yang  dilakukan  oleh 
Ombudsman  kepada  lembaga  publik  ada  dua,  yaitu 
berdasarkan  atas  inisiatif  atau  prakarsa  sendiri  serta 
pengawasan berdasarkan laporan dari masyarakat. Pola 
pengawasan yang diterapkan pada BPJS Kesehatan ini 
adalah  pengawasan  berdasarkan  laporan  dari 
masyarakat.  Pengawasan pada  BPJS Kesehatan bukan 

termasuk program kerja Ombudsman Perwakilan Jawa 
Timur melainkan hal  tersebut  termasuk ke dalam sub 
bidang  kesehatan  yang  wajib  ditangani  oleh 
Ombudsman. Dari data di lapangan serta analisis yang 
dilakukan maka intensitas pengawasan yang dilakukan 
Ombudsman  pada  pelayanan  BPJS  Kesehatan  dapat 
dikatakan  sudah  cukup  baik,  hal  ini  diukur  dengan 
intensitas kekuatan untuk menyelesaikan semua laporan 
masyarakat  yang  masuk  tentang  pelayanan  BPJS 
Kesehatan.  Ombudsman  melakukan  mediasi  dengan 
mempertemukan  antara  pihak  pelapor  dengan  pihak 
terlapor agar menyelesaikan subtansi tuntutan yang ada 
dalam laporan masyarakat tersebut.

Pihak  yang  dilakukan  pengawasan  dalam 
penelitian  ini  adalah  BPJS  Kesehatan  dimana  setelah 
dilakukan  pengawasan  BPJS  Kesehatan  bertindak 
koordinatif  dengan  mediasi  yang  dilakukan  oleh 
Ombudsman.  BPJS  Kesehatan  berusaha  memenuhi 
tuntutan  dalam  mediasi  tersebut  dengan  memberikan 
data  yang  diminta  Ombudsman  serta  melakukan  apa 
yang  menjadi  tuntutan  pelapor  dan  menyelesaikan 
perkara  sesuai  dengan  peraturan  yang  dimiliki  oleh 
BPJS  Kesehatan.  Hal  tersebut  sebagai  upaya  BPJS 
Kesehatan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik 
kepada masyarakat. Namun peneliti tidak mendapatkan 
data terkait penyelesaian laporan pengaduan yang masuk 
dari pihak BPJS Kesehatan sendiri karena data tersebut 
bersifat  rahasia  dan  tidak  untuk  konsumsi  publik. 
Permasalahan pengaduan yang masuk ke Ombudsman 
Perwakilan  Jawa  Timur  terkait  pelayanan  BPJS 
Kesehatan  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  dua 
permasalahan  yakni  permasalahan  administratif  serta 
permasalahan  pelayanan  kesehatan.  Permasalahan-
permasalahan tersebut setidaknya dapat menggambarkan 
bagaimana  pelayanan  yang  diberikan  oleh  BPJS 
Kesehatan di lapangan.

Sedangkan  tingkat  akuntabilitas  pelayanan  BPJS 
Kesehatan dapat disimpulkan masih rendah dinilai dari 
subtansi  permasalahan  yang  diadukan  masyarakat  ke 
Ombudsman yang hampir  sama  dan  terjadi  berulang-
ulang  dengan  pelapor  yang  berbeda.  Tingkat 
akuntabilitas  kinerja  pelayanan  serta  tingkat 
akuntabilitas  produk  pelayanan  berdasarkan  fakta  di 
lapangan masih menjadi permasalahan yang kemudian 
diadukan  dimana  subtansi  permasalahan  tersebut 
menunjukkan  bahwa  tingkat  akuntabilitas  kinerja 
pelayanan serta tingkat akuntabilitas produk pelayanan 
BPJS Kesehatan tidak mengalami dampak dari intensitas 
pengawasan  yang  dilakukan  Ombudsman.  BPJS 
Kesehatan hanya memenuhi apa yang menjadi tuntutan 
dalam pelaporan tanpa berusaha melakukan perubahan 
pelayanan  yang  lebih  baik  di  lapangan.  Pemenuhan 
tuntutan  pengaduan masyarakat  oleh  BPJS  Kesehatan 
memang  dilakukan,  namun  tidak  mengubah  sistem 
pelayanan  yang  mereka  miliki  sehingga  tingkat 
akuntabilitas  pelayanan  masih  rendah  dan  intensitas 
pengawasan  Ombudsman  tidak  berdampak  secara 
langsung  kepada  hal  tersebut.  Sedangkan  tingkat 
akuntabilitas  biaya  pelayanan  tidak  menjadi 
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permasalahan  di  masyarakat  karena  tidak  menjadi 
subtansi laporan sekalipun terdapat kenaikan iuran per 
tanggal 1 April 2016.

Rekomendasi Kebijakan

Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  masih 
ditemukan  permasalahan  pelayanan  oleh  BPJS 
Kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena 
itu  maka  penelitian  ini  memberikan  rekomendasi 
kebijakan kepada pihak terkait agar diperhatikan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini 
rekomendasi  kebijakan  yang  disarankan  dalam 
penelitian ini:

1. Perubahan regulasi BPJS Kesehatan terkait sistem 
pelayanan  dan  penanganan  pasien  dan  penyakit 
yang diderita di setiap faskes, terutama di rumah 
sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan.

2. Penghapusan  penetapan  kriteria-kriteria  penyakit 
sehingga  bisa  dikatakan  dalam  fase  kritis  yang 
diderita  pasien  agar  semua  penyakit  yang 
tergolong  kritis  dapat  dicover  dengan 
menggunakan  kartu  BPJS  Kesehatan  tanpa 
terkecuali.

3. Proses  pelayanan  administratif  peserta  yakni 
pendaftaran,  pencetakan  kartu,  pemindahan 
fasilitas kesehatan (mutasi data) dan lain-lain harus 
lebih  disederhanakan  serta  perlu  penambahan 
fasilitas  pendaftaran  yang  mungkin  bisa 
ditempatkan  di  setiap  kecamatan  atau  kelurahan 
agar  menjangkau  seluruh  peserta  sehingga  tidak 
terjadi proses antrian yang panjang yang membuat 
proses ini tidak berjalan efektif  dan efisien,  juga 
untuk menghapus praktek percaloan oleh oknum.

4. Penambahan fasilitas medis dan sarana prasarana 
penunjang  di  seluruh  fasilitas   kesehatan  yang 
menjadi  mitra  BPJS Kesehatan agar  tidak terjadi 
penumpukan  pasien  rujukan  di  rumah  sakit  dan 
pengobatan di FKTP menjadi lebih terpadu.

5. Melakukan  sosialisasi  lebih  mendalam  terkait 
informasi,  peraturan,  dan petunjuk lain  yang ada 
dan  berkaitan  dengan  pelayanan  kesehatan  baik 
terkait  regulasi  BPJS  Kesehatan  dengan  faskes 
serta  standar  operasional  prosedur  pelayanan 
kepada  masyarakat  baik peserta  atau masyarakat 
umum yang belum terdaftar oleh pihak-pihak yang 
berkaitan dengan program JKN, agar masyarakat 
lebih  paham dan  mengerti  tentang regulasi  serta 
bagaimana program tersebut berjalan.

6. Perbaikan kualitas  SDM petugas  pelayanan serta 
tenaga  medis  di  seluruh fasilitas  kesehatan yang 
menjadi  mitra  BPJS Kesehatan agar  tidak terjadi 
kelalaian penanganan peserta serta tindakan kurang 
profesional sebagai pelayanan masyarakat umum.

7. Perlindungan masyarakat  sebagai  konsumen atau 
peserta  yang  diatur  dalam Undang-Undang  agar 
tidak  terjadi  maladministrasi  terutama  masalah 
akses  peraturan  dan  keuangan  yang  harus 
dilaporkan  secara  berkala  kepada  publik  terkait 
penggunaan dana iuran dari masyarakat.

8. Penataan  konstitusi  terkait  pengawasan  internal 
melalui  Dewan  Pengawasan  BPJS  Kesehatan 
kepada  semua  fasilitas  kesehatan  yang  ada  agar 
meminimalisasi  adanya  pelayanan  yang  tidak 
sesuai  dengan  regulasi  dan  standar  operasional 
yang ada sehingga terdapat garis pengawasan yang 
jelas.

9. Penambahan pola pengawasan atas inisiatif sendiri 
oleh  Ombudsman  terkait  subtansi  masalah 
kesehatan  yang  ditangani  termasuk  pengawasan 
kepada BPJS Kesehatan agar tidak terjadi tindakan 
maladministrasi oleh petugas ataupun pihak BPJS 
Kesehatan  yang  dapat  merugikan  penggunanya 
sehingga  Ombudsman  tidak  hanya  melakukan 
pengawasan  berdasarkan  laporan  pengaduan 
masyarakat yang masuk ke Ombudsman di setiap 
daerah.

Perubahan  wewenang  Ombudsman  melalui  konstitusi 
yang  mengikat  secara  hukum  agar  terciptanya  garis 
kontrol  yang  jelas  dan  tegas  bahwa  Ombudsman 
merupakan  lembaga  yang  berhak  melakukan 
pengawasan dan hasil pengawasannya merupakan hasil 
yang  mengikat  dan  harus  dipenuhi  oleh  lembaga-
lembaga pelayanan publik termasuk BPJS Kesehatan.
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